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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Mei 1985, agama
Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Jalan Thayeb Moh.
Gobel (kompleks Skb), Rt 001 / Rw 002, Desa Tapa,
Kecamatan Sipatan, Kota Gorontalo sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Popodu, 01 Juli 1977, agama
Islam, pekerjaan Pekerjaan Tani, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Jalan Perintis (kompleks Danau
Perintis), Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa,
Kabupaten Bone Bolango sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti;
DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor
711/Pdt.G/2018/PA Gtlo tanggal 8 November 2018 yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:
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Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah
pelengkap (supletoir) yang berbunyi seperti berikut : Demi Allah,
saya bersumpah bahwa semua yang saya dalilkan dalam surat

gugatan saya adalah benar”

2.  Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk
mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah
menucapkan sumpah tersebut di sidang dan Penggugat selanjutnya

mohon putusan;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perihal tersebut berdasarkan
pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di

muka;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan
sumpah yang telah dibebankan kepadanya itu, maka dalil gugatan
Penggugat khususnya tentang perpisahan antara Penggugat dengan
Tergugat yakni sejak tahun 2016 atau sudah berlangsung selama kurang

lebih 2 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai
dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh
Sunnah Juz Il halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan
Majelis Hakim yang artinya “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti
dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan
hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami
yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,

maka boleh dijatuhkan talak satu ba'in sughra kepada istrinya”
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan
tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah
memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini diputus dengan

verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 891.000,00 ( delapan ratus Sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 November
2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriah, oleh
kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
Syarifuddin H, M.H dan Dra. Hj. Medang, M.H masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
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umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Syarifuddin H, M.H Drs. Mohammad H. Daud, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Medang, M.H
Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp800.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp891.000,00

(delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)
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